
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 25 TAHUN 2019 

TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK 

TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam 

Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamasa; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 pada ayat (1) 

huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Mamasa tentang Konfirmasi Status Wajib 

Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 



  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189): 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 



  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6215); 

  12 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 



Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mamasa Tahun 2016 Nomor 161). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG KONFIRMASI 

STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN 

PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MAMASA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamasa. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP 

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Mamasa. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Mamasa. 

6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP 

adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang 

melaksanakan Pelayanan di Bidang Perpajakan kepada 

masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

maupun belum, dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal 

Pajak. 



7. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah unit kerja di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan, yang merupakan perpanjangan tangan dari 

KPP Pratama. 

8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Mamasa. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dibidang perpajakan. 

12. Nomor Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 

adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk 

mempermudah administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan. 

13. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu 

untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. 

14. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 



pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan 

Publik tertentu pada Pelayanan Perizinan. 

15. Layanan Publik Tertentu pada pelayanan perizinan dan 

non perizinan adalah layanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bidang 

perizinan dan non perizinan. 

16. Perizinan adalah pemberian legalitas seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha. 

17. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau Non 

Perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu. 

18. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 

kegaiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 

yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen 

dilakukan dalam satu tempat. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi 

validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan pelaksanaan KSWP adalah : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan; 

c. Menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian 

potensi pendapatan daerah; dan 



d. Meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana 

Bagi Hasil Pajak Penghasilan. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak adalah : 

a. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh DPMPTSP. 

b. Pelayanan rekomendasi yang terkait dengan perizinan 

diantaranya rekomendasi izin pertambangan. 

BAB IV 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

Pasal 5 

(1) KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam rangka 

memberikan layanan publik. 

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui : 

a. Sistem Informasi pada DPMPTSP yang terhubung 

dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal 

Pajak; atau 

b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

(3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mekanisme KSWP pada DPMPTSP, sebagaimana 

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(1) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh DPMPTSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat 

Jenderal Pajak dapat memberikan Status Valid atau 

Tidak Valid. 

(2) KSWP yang memuat Status Valid sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi 

ketentuan : 



a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data 

dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 

b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah 

menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status 

yang memuat valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

layanan publik tertentu pada DPMPTSP dapat diberikan; 

(4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat Status 

Tidak Valid. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal konfirmasi Status Wajib Pajak pada DPMPTSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat 

dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke 

KPP atau KP2KP. 

(2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima keterangan Status 

Wajib Pajak yang memuat status Wajib Pajak Tidak Valid 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada ayat (4), 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan Status Wajib Pajak dapat ke KPP atau 

KP2KP dengan melampirkan keterangan Status Wajib 

Pajak yang tidak Valid. 

BAB V 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

(1) Tata cara pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik 

tertentu dilakukan melalui penelitian terhadap 

pemenuhan kewajiban pajak daerah, yang meliputi : 

a. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan; 

b. Dalam hal bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan 

belum diperoleh dari BPKD, maka bukti pembayaran 



PBB-P2 yang ditunjukkan adalah bukti pembayaran 

PBB-P2 tahun sebelumnya; dan/atau 

c. Bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang 

bersesuaian dengan layanan publik tertentu. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh 

DPMPTSP. 

(3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui sistem informasi BPKD. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status 

valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2), 

maka layanan publik tertentu dapat diberikan. 

Pasal 9 

Konfirmasi Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi 

syarat jika telah divalidasi oleh Bank Sulselbar dan/atau 

BPKD; 

b. Dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan 

kebenarannya, maka DPMPTSP Kabupaten Mamasa dapat 

memeriksa melalui system informasi Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Mamasa; 

c. Dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid, maka 

pemberian layanan publik tertentu dapat dilanjutkan; 

d. Dalam hal tidak valid, maka pemohon disarankan untuk 

menyelesaikan atau melunasi kewajiban perpajakan 

daerahnya terlebih dahulu. 

BAB VI 

NPWP 

Pasal 10 

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP 

atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 



tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada 

Wajib Pajak diberikan NPWP. 

(2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan 

atau profesi di Kabupaten Mamasa, wajib memilik NPWP 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

BAB VII 

PEMBINAAN 

Pasal 11 

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPKD 

dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

               Ditetapkan di Mamasa 

               Pada tanggal, 22 Oktober 2019 

               BUPATI MAMASA, 

          ttd. 

               H. RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

Pada tanggal, 22 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

          ttd. 

H. ARDIANSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 25 



Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa 

Nomor : 25 Tahun 2019 

Tanggal : 22 Oktober 2019 

MEKANISME KSWP PADA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMASA 

 

PEMOHON FRONT OFFICE/BACK OFFICE KPP/KP2KP/BKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengecek Validasi NPWP sesuai 

dengan jenis Perizinan yang 

dimohonkan pada  Aplikasi KSWP 

 

 

BUPATI MAMASA, 

 

H. RAMLAN BADAWI 

 

TIDAK VALID (Cetak Surat 

Pengantar KSWP ke 

KPP/KP2KP) 

Pengajuan 

Permohonan Izin 

VALID (Pemohon diberikan 

status valid sesuai KSWP dan 

diproses permohonannya) 

Menerima Surat 

Pengantar KSWP ke 

KPP/KP2KP 

Menerima Surat 

Pengantar KSWP  

Bukti Laporan 

KSWP  

Menerima Bukti 

Laporan KSWP  

Menerima Bukti 

Valiadasi Laporan KSWP 


